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BUPATI SIMEULUE

bahwa dalam rangka penataan bangunan secara tertib sesuai dengan
fungsinya di Kabupaten Simeulue, maka perlu dilakukan perubahan
atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tzhun 2002 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qarnun.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198! Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209},

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah sebapaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 temtang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomior 176, Tembahan Lembaran
Negara Nomor 3897);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang  Otonomi Khusus

bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nome 4134}

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);



